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Tidak semua duta besar yang diangkat oleh suatu negara merupakan seorang diplomat karier. Di Indonesia,
pengangkatan duta besar dari kalangan diplomat non-karier kerap hadir dari masa ke masa. Meskipun
agendareformasi telah menghadirkan kriteria duta besar dengan landasan hukum yang jelas, di era Presiden
Joko Widodo, tetap terdapat peningkatan persentase duta besar Republik Indonesia yang merupakan
diplomat non-karier daripada pemerintahan sebelumnya. Selain itu, Presiden Joko Widodo mengangkat
orang-orang yang pengalamannyatidak relevan dengan diplomasi secara umum maupun diplomas ekonomi
secara khusus sebagai fokus yang ia tekankan. Fenomena-fenomena tersebut memunculkan pertanyaan
tentang pola pengangkatan duta besar Republik Indonesia di era Presiden Joko Widodo. Penelitian
kuantitatif ini memanfaatkan teori patronase untuk menjawab pertanyaan tersebut. Penelitian menggunakan
data 170 pengangkatan duta besar di era Presiden Joko Widodo dari tahun 2014 hingga 2024. Penelitian ini
menemukan bahwa patronase dalam bentuk duta besar Republik Indonesia dengan latar belakang bisnis
lebih mungkin ditempatkan di negara yang derajat hubungannya lebih tinggi dengan Indonesia dan Iebih
strategis secara ekonomi bagi Indonesia. Penelitian juga menemukan bahwa duta besar Republik Indonesia
dari TNI dan Polri lebih mungkin ditempatkan di negara yang lebih tidak damai. Pola pengangkatan ini
tampak paralel dengan visi diplomasi ekonomi, tetapi tidak dapat dikatakan menguntungkan kepentingan
nasional semata mengingat pertimbangan politik domestik Presiden Joko Widodo dalam mengangkat
pebisnis. Alhasil, sesuai dengan pemahaman bahwa Presiden merupakan aktor sentral dalam kebijakan luar
negeri, pola pengangkatan ini juga mencerminkan sentralitas peran Presiden yang determinan sekaligus
keterbatasan peran birokratik Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia dalam pengangkatan
duta besar. Kemlu menjadi tempat bagi Presiden Joko Widodo untuk menyisipkan kepentingan politiknya.
Dengan demikian, selama masa pemerintahannya, Presiden Joko Widodo melakukan patronase melalui
pengangkatan duta besar Republik Indonesia.

...... Not all ambassadors appointed by a state are career diplomats. In Indonesia, ambassadoria appointments
from non-career diplomats often exist from time to time. While the <em>reformasi</em> agenda has given
aclear legal basis of ambassadorial criteria, in the era of President Joko Widodo, there is still an increase
from the previous government in the percentage of ambassadors who are non-career diplomats. Moreover,
President Joko Widodo appointed ambassadors with no relevant experience in diplomacy in general and
economic diplomacy in particular as the focus that he emphasized. These phenomena raise the question of
the pattern of ambassadorial appointment in the era of President Joko Widodo. This quantitative research
utilizes the patronage theory to answer that question. This study uses the data of 170 ambassadorial
appointmentsin the era of President Joko Widodo from 2014 to 2024. The result of this study showed that
patronage in the form of ambassadors with a business background are more likely to receive appointments to
countries with higher degree of relations with Indonesia as well as countries economically more strategic for
Indonesia. This study also found that ambassadors from TNI and Polri are more likely to be appointed to
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less peaceful countries. While this pattern appears parallel to the economic diplomacy vision, it cannot be
said that it is solely for the benefit of Indonesia’s national interest, bearing the President’ s domestic politics
considerations in appointing businessmen. Therefore, in accordance with the understanding that the
President is a central actor in foreign policy, this pattern also reflects the centrality of the President’s
determinant role and the limited bureaucratic role of the Ministry of Foreign Affairs (MoFA) of the
Republic of Indonesia. MoFA becomes an arena for President Joko Widodo to insert his political interests.
Thus, during his reign, President Joko Widodo carried out patronage through the appointment of
ambassadors of Indonesia.



